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ABSTRAK 

PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO PADA PT. BPR EKA 

BUMI ARTHA METRO 

 

PUTRI FERNANDA SARI 

NPM. 14123188 

 

 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan bank yang 

menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan atau bentuk 

lainnya yang dipersamakan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Adapun 

salah satu bentuk kegiatan yang boleh dilakukan oleh BPR adalah menyalurkan 

dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit yaitu penyediaan uang atau 

barang atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan antara 

bank dan pihak peminjam yang mengharuskan pihak peminjam melunasi 

hutangnya sesuai jangka waktu yang telah disepakati dengan pemberian bunga. 

Dalam hal ini kredit sangat membantu masyarakat terutama dibidang UMKM 

(Usaha Mikro Kecil Menengah). Berbagai kendala yang dihadapi UMKM 

khususnya kendala financial (permodalan) menjadi persoalan serius yang sangat 

memperngaruhi dari UMKM tersebut. Salah satu bank yang memiliki komitmen 

tinggi terhadap sektor UMKM khususnya sektor mikro yaitu PT. BPR Eka Bumi 

Artha Metro yang  dapat dilihat dari visi dan misi nya yaitu menjadi bank terbaik 

dan membanggakan dalam pembiayaan mikro, kecil, dan menengah. Terlihat juga 

dari jumlah nasabah kredit mikro pada Januari 2016-September 2017 berjumlah 

3.579 nasabah. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai 

prosedur pemberian kredit usaha mikro pada PT. BPR Eka Bumi Artha Metro. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan 

wawancara dan dokumentasi dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan 

yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan, suatu tempat yang dipilih sebagai 

lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadinya dilokasi tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterangan-keterangan tentang 

prosedur pemberian kredit usaha mikro pada PT. BPR Eka Bumi Artha Metro. 

Prosedur pemberian kredit merupakan tahapan yang harus dilalui sebelum 

suatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Pada teori yang ada prosedur 

pemberian kredit usaha mikro memiliki 10 tahapan yaitu tahap permohonan 

kredit, tahap pengajuan proposal, tahap penyelidikan berkas jaminan, tahap 

penilaian kelayakan kredit, tahap wawancara pertama, tahap peninjauan ke lokasi, 

tahap wawancara kedua, tahap keputusan kredit dan penandatanganan akad kredit, 

dan tahap terakhir yaitu tahap realisasi kredit. Pada PT. BPR Eka Bumi Artha 

Metro pemberian kredit usaha mikro sudah sesuai dengan teori ysng ada, hanya 

saja ada beberapa tahapan yang berbeda yaitu pada PT.BPR Eka Bumi Artha 

Metro tidak terdapat tahap wawancara pertama dan wawancara kedua dalam 

menyalurkan kredit usaha mikro. Sedangkan dalam PT.BPR Eka Bumi Artha 

Metro terdapat tahap investigasi dan tahap pengajuan berkas kredit kepada komite 

kredit yang tidak terdapat dalam teori yang ada. 
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....                                 

                    

 

 

Artinya:  Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan 

apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka 

tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi 

mereka selain Dia. (Q. S. Ar-Ra’d: 11) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang (UU) 

Perbankan No. 7 tahun 1992, adalah lembaga keuangan bank yang 

menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka tabungan 

dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan 

menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sedangkan pada UU Perbankan 

No.10 tahun1998, disebutkan bahwa BPR adalah lembaga keuangan 

bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau 

berdasarkan prinsip syariah.
1
 

       Pelaksanaan BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur 

Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 

tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam 

hal ini, secara teknis BPR syariah bisa diartikan sebagai lembaga 

keuangan sebagaimana BPR Konvensional, yang operasinya 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
2
 

       BPR dalam melakukan kegiatannya tidak sama dengan kegiatan 

yang dilakukan dengan Bank Umum. Adapun bentuk kegiatan yang 

boleh dilakukan oleh BPR meliputi : 1). Menghimpun dana dalam 

bentuk simpanan tabungan dan simpanan deposito, 2). Memberikan 

                                                 
       

1
 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), h.93 

       
2
 Ibid. 



 

 

2 

pinjaman kepada masyarakat dalam bentuk kredit, 3). Menyediakan 

pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah.
3
 

       Kredit menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 

Tahun 1998 yang mendefinisikan pengertian kredit adalah penyediaan 

uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara  

bank dengan pihak  lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah 

bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.
4
 

       Pada Bank Syariah, kredit biasa disebut dengan pembiayaan. 

Pembiayaan merupakan aktifitas bank syariah dalam menyalurkan 

dana kepada pihak lain selain bank-bank berdasarkan prinsip syariah. 

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada 

kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna 

dana.
5
 

       Dalam hal ini pembiayaan/kredit sangat membantu masyarakat 

terutama dibidang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Berbagai 

kendala yang dihadapi UMKM khususnya kendala financial 

(permodalan) menjadi persoalan serius yang sangat mempengaruhi 

                                                 
       

3
 Totok Budisantoso, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 

h.198 

       
4
 Frianto Pandia, Manajemen Dana dan Kesehatan Bank, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), 

h.169 

       
5
 Ismail, Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2008), h.105 
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dari UMKM tersebut. Untuk itu hadirnya Lembaga Keuangan sangat 

membantu dalam permodalan.
6
 

       Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan 

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kreteria Usaha 

Mikro seperti memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000 

(lima puluh juta rupiah) dan memiliki hasil penjualan tahunan paling 

banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
7
 

       Salah satu bank yang memiliki komitmen tinggi terhadap sektor 

UMKM khususnya sektor mikro yaitu PT. BPR Eka Bumi Artha. Ini 

dapat dilihat dari jumlah nasabah pembiayaan kredit mikro dari bulan 

Januari 2016 sampai dengan bulan September 2017 terdapat sekitar 

3.579 nasabah. Di dalam menyalurkan kredit/pembiayaan, PT. BPR 

Eka Bumi Artha memiliki kebijakan dan prosedur dimana terdapat 

pembagian tugas dan wewenang yang terkoordinir pada devisi 

pembiayaan disetiap kantor pusat dan kantor cabang.
8
 

       Beberapa usaha yang dibiayai oleh PT. BPR Eka Bumi Artha 

Metro yaitu diantaranya Toko Pakaian, Bengkel Motor atau Mobil, 

Showroom, Toko Kelontong, Rumah Makan dan usaha lainnya yang 

kekayaan bersihnya maksimal Rp.50.000.000 (lima puluh juta 

rupiah).
9
 

                                                 
       

6
 Muhammad, Bank Syariah Problem dan Prosfek Perkembangan Di Indonesia, (Jakarta: 

Graha Ilmu, 2005), h.109 

       
7
 Ismail, h.154 

       
8
 Dokumentasi PT.BPR Eka Bumi Artha Metro dikutip pada tanggal 23 Mei 2017 

       
9
 Wawancara dengan Bpk. Wing Wibiseno selaku Kabag. Kredit UMKM 
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       Seringkali juga dalam menyalurkan kredit usaha mikro, PT. BPR 

Eka Bumi Artha menemui beberapa kendala seperti adanya nasabah 

yang menunggak angsuran atau kredit macet. Dapat dilihat dari jumlah 

nasabah kredit macet pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan 

September 2017 yaitu sebanyak 127 nasabah.
10

  

       Berdasarkan data survey yang dilakukan oleh penulis, kredit usaha 

mikro merupakan salah satu kredit yang diminati, sehingga tidak 

menutup kemungkinan terjadinya resiko dalam penyaluran kredit yang 

dikarenakan prosedur yang tidak berjalan sesuai dengan semestinya. 

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji apakah prosedur 

pemberian kredit usaha mikro sudah sesuai dengan teori yang ada 

sehingga penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Prosedur 

Pemberian Kredit Usaha Mikro pada PT. BPR Eka Bumi Artha 

Metro.” 

 

B. Pertanyaan Penelitian 

       Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan dalam rumusan masalah adalah 

sebagai berikut : Bagaimana prosedur pemberian kredit usaha mikro 

pada PT. BPR Eka Bumi Artha Metro? 

 

 

                                                 
       

10
 Ibid. 
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

       Tujuan penelitian pada hakikatnya merupakan sesuatu yang 

hendak dicapai, yang dapat dijadikan arahan atas apa yang harus 

dilakukan dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui prosedur pemberian kredit usaha mikro 

pada PT. BPR Eka Bumi Artha Metro. 

2. Manfaat Penelitian 

       Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Secara Teoritis 

       Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

perlunya penelitian oleh sebagai kalangan pemerhati dan 

peneliti perbankan secara obyektif, dapat memberikan referensi 

dan pengembangan yang komprehensif tentang kredit usaha 

mikro. 

b. Secara Praktis 

       Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan 

masukan bagi pengurus PT. BPR Eka Bumi Artha Metro dalam 

mengambil keputusan tentang prosedur pemberian kredit usaha 

mikro. 
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D. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

       Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field 

research. Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang 

dilakukan di lapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang 

dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif 

sebagaimana terjadinya di lokasi tersebut.
11

 Penelitian lapangan ini 

dilaksanakan pada PT. BPR Eka Bumi Artha Metro yang beralamat 

di Jln. Jend. Ahmad Yani No.70, Yosorejo Kec.Metro Timur, Kota 

Metro, Lampung.  

       Penulis tugas akhir ini menggunakan sifat penelitian deskriptif 

kualitatif. Menurut Husein Umar deskriptif kualitatif adalah 

menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada penelitian 

dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari gejala tertentu.
12

 

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Tylor adalah prosedur 

penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata, tulisan, atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat 

diamati. Jadi yang dimaksud deskriptif kualitatif pada penelitian ini 

adalah berupa keterangan-keterangan tentang prosedur pemberian 

kredit usaha mikro pada PT. BPR Eka Bumi Artha Metro. 

 

                                                 
       

11
 Abdurrahmat Fathoni, Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2011), h.96 

       
12

 Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2009), h.22 
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2. Sumber Data 

       Sumber data adalah subyek darimana data diperoleh.
13

 

Dikarenakan sumber data merupakan salah satu hal yang sangat 

menentukan keberhasilan suatu penelitian. Sumber data dalam 

penelitian dibagi menjadi dua, yaitu : 

a. Sumber data primer 

       Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung 

memberikan kepada pengumpul data.
14

 Sumber data primer 

dalam penelitian ini diperoleh dari Bapak Wing Wibiseno 

sebagai Kabag Kredit UMKM, Bapak Try Andrio sebagai Unit 

Legal, Penelitian dan Pengembangan (Litbang) serta Anti 

Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-

PPT) dan nasabah kredit usaha mikro. 

b. Sumber data sekunder 

       Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam 

bentuk dokumen-dokumen, misalnya data mengenai keadaan 

demografi suatu daerah, data mengenai produktifitas suatu 

perguruan tinggi, data mengenai persediaan pangan suatu 

daerah dan lain sebagainya.
15

 Sumber data sekunder diharapkan 

dapat menunjang penulis dalam mengungkap data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini sehingga sumber data primer 

                                                 
       

13
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), h.129 

       
14

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.62 

       
15

 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, h.39 
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lebih lengkap. Adapun yang menjadi acuan sumber data 

sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan 

dengan kredit usaha mikro diantaranya “Heri Sudarsono. 2003. 

Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Yogyakarta: Ekonisia, 

Frianto Pandia. 2012. Manajemen Dana dan Kesehatan Bank. 

Jakarta: PT. Rineka Cipta, dan lain sebagainya.”   

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

       Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
16

 Ada tiga 

jenis wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi 

terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Dari ketiga jenis 

wawancara tersebut, peneliti menggunakan teknik wawancara 

semi terstruktur dalam mengajukan pertanyaan kepada pihak 

bank. 

       Wawancara semi  terstruktur adalah wawancara yang 

dilakukan dengan mengembangkan instrumen penelitian. 

Wawancara ini sudah termasuk dalam kategori wawancara 

mendalam yang pelaksanaannya bebas dan terbuka 

                                                 
        

16
  Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), 

h.231 
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dibandingkan dengan wawancara terstruktur.
17

 Wawancara 

ditujukan kepada Bapak Wing Wibiseno sebagai Kabag Kredit 

UMKM, Bapak Try Andrio sebagai Unit Legal, Penelitian dan 

Pengembangan (Litbang) serta Anti Pencucian Uang dan 

Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dan nasabah 

kredit usaha mikro pada PT. BPR Eka Bumi Artha Metro 

mengenai prosedur pemberian kredit usaha mikro. 

b. Dokumentasi 

       Dokumentasi merupakan kegiatan mencari data mengenai 

hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan 

sebagainya.
18

 Penelitian ini, dokumentasi yang menjadi sumber 

datanya adalah berupa arsip-arsip dan pedoman umum kegiatan 

operasional pada PT. BPR Eka Bumi Artha Metro yang 

berkaitan dengan prosedur pemberian kredit usaha mikro, serta 

literatur (buku) tentang kredit mikro. 

 

4. Teknik Analisis Data 

       Bogdan dan Bikle mengungkapkan analisis data adalah 

kegiatan mengubah data hasil penelitian menjadi informasi 

yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan dalam 

                                                 
       

17
  Sukarndar Rumidi, Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula, 

(Yogyakarta: Gajah Mada University Pres, 2002), h.73 

       
18

  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), h. 274 
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suatu penelitian.
19

 Teknik analisa data yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, karena data 

yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam 

bentuk uraian. 

      Penelitian kualitatif didasarkan pada deskripsi yang jelas 

dan detail,  karena menjawab pertanyaan apa,mengapa, dan 

bagaimana serta data yang diperoleh dari penelitian ini berupa 

kata-kata, gambar dan bukan angka.
20

 Berfikir induktif adalah 

suatu cara berfikir yang berawal dari fakta yang khusus dan 

konkrit kemudian dari fakta dan peristiwa tersebut ditarik 

kesimpulan. 

       Dalam penerapannya, teknik ini digunakan untuk 

menganalisis secara umum tentang prosedur pemberian kredit 

usaha mikro berdasarkan data yang diperoleh dari PT. BPR Eka 

Bumi Artha. 

 

5. Mekanisme Pembahasan 

       Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam hal ini penulis menguraikan sub bab 

yang meliputi latar belakang masalah, 

                                                 
       

19
  Lexi J.Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 

Offset, 2004), h.248 

       
20

  Muhammad, Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo, 2008), h.40 
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pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian. 

BAB II   LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan mengenai kredit 

meliputi pengertian kredit, dasar hukum 

kredit, unsur-unsur kredit, macam-macam 

kredit. Dan sub bab dari usaha mikro 

meliputi pengertian usaha mikro, dasar 

hukum usaha mikro, karakteristik usaha 

mikro, jenis-jenis usaha mikro dan faktor 

yang mempengaruhi usaha mikro 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN      

PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang sejarah 

berdirinya PT. BPR Eka Bumi Artha, visi 

dan misi PT. BPR Eka Bumi Artha, struktur 

organisasi PT. BPR Eka Bumi Artha, 

produk-produk PT. BPR Eka Bumi Artha 

dan prosedur pemberian kredit usaha mikro 

pada PT. BPR Eka Bumi Artha Metro..  

BAB IV  Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

 



BAB II 

 LANDASAN TEORI  

A. Kredit 

1. Pengertian Kredit 

       Dalam istilah sehari-hari kata kredit sering diartikan memperoleh 

barang dengan membayar dengan cicilan atau angsuran dikemudian 

hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan 

dikemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai dengan 

perjanjian.  Dewasa ini pengertian pemberian kredit disamping dengan 

istilah pinjaman oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional 

adalah istilah pembiayaan yang digunakan oleh bank berdasarkan 

prinsip syariah.
1
 

       Dalam bahasa latin, kata kredit berasal dari kata credere yang 

artinya adalah kepercayaan, maksudnya adalah apabila seseorang 

memperoleh kredit, berarti mereka memperoleh kepercayaan. 

Sementara itu, bagi si pemberi kredit artinya memberikan kepercayaan 

kepada seseorang bahwa uang yang dipinjamkan pasti kembali.
2
 

       Pengertian kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah ‘penyedian uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan pada 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan 

                                                 
       

1
  Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2012), h.81 

       
2
  Ibid. 
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pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
3
 

       Menurut Undang-undang tersebut, penyediaan dana untuk 

nasabahnya tidak hanya bisa dalam bentuk kredit. Penyedian dana 

tersebut dapat juga berupa penyediaan pembiayaan berdasarkan prinsip 

syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, 

seperti tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

1998.
4
  

       Sementara itu, pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang 

atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang 

mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau 

tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau 

bagi hasil.
5
 Penyaluran dana dalam bentuk kredit ini biasanya 

mendominasi sebagian besar pengalokasian dana bank. 

       Jadi yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau 

barang atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan 

kesepakatan dengan dasar kepercayaan antara bank dengan pihak 

peminjam yeng mengharuskan pihak peminjam untuk melunasi 

hutangnta sesuai jangka watu yang telah disepakati dengan pemberian 

bunga. 

                                                 
       

3
 Totok Budisantoso dan Nuritomo, Bank dan Lembaga Keuangan Lain, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2014), h.146 

       
4
  Ibid. 

       
5
  Kasmir, Manajemen Perbankan, h.82 
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2. Dasar Hukum Kredit 

       Dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi 

setiap tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan 

ataupun yang berbentuk badan hukum. Dasar hukum dalam perjanjian 

kredit bank adalah sebagai berikut:
6
 

a. Perjanjian diantara para pihak 

       Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang 

bagi yang membuatnya. Maka dengan ketentuan pasal itu berlaku 

sah setiap perjanjian yang dibuat secara sah bahkan kekuatannya 

sama dengan kekuatan undang-undang. Demikian pula dalam 

bidang perkreditan, khususnya kredit bank yang diawali oleh suatu 

perjanjian yang sering disebut dengan perjanjian kredit dan 

umumnya dilakukan dalam bentuk bentuk tertulis.  

       Disini dapat dijelaskan bahwa perjanjian diantara dua pihak 

adalah ketentuan atau peraturan sendiri yang dibuat oleh pihak 

tersebut berdasarkan kesepakatan. Perjanjian ini umumnya dalam 

bentuk tertulis. Dalam bidang perkreditan, perjanjian ini dilakukan 

oleh bank dan nasabah (calon debitur). 

 

 

                                                 
       

6
 Munif Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), h.9 
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b. Undang-undang sebagai dasar hukum 

       Di Indonesia undang-undang yang khusus mengatur tentang 

perbankan adalah Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang 

Perbankan dan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan. 

       Disini dengan jelas tercantum Undang-Undang yang mengatur 

tentang perbankan yang didalamnya mencakup segala aktivitas 

bank yang berarti memiliki kekuatan hukum. 

c. Peraturan terkait lainnya sebagai dasar hukum 

       Dalam pemberian kredit bank sering kali terkait dengan 

beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai contoh karena 

kredit pada hakikatnya merupakan suatu wujud perjanjian, maka 

akan terkait buku ketiga KUH Perdata tentang Perikatan. 

       Disini dapat dijelaskan bahwa dasar hukum perbankan tidak 

hanya terikat mengenai Undang-Undang No.10 Tahun 1998 dan 

Undang-Undang No.7 Tahun 1992 saja. Dasar hukum perbankan 

ini dapat dikaitkan dengan Undang-Undang yang lain namun tetap 

saling berkaitan. 

       Dalam Undang-Undang Perbankan tidak dicantumkan secara 

tegas apa dasar hukum perjanjian kredit. Namun demikian dari 

pengertian kredit, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum 

perjanjian kredit adalah pinjam meminjam yang didasarkan kepada 

kesepakatan antara bank dengan nasabah. 
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       Masalah pinjam meminjam sendiri diatur dalam buku III Bab 

ke tiga belas KUH Perdata. Dalam pasal 1754 KUH Perdata 

disebutkan, bahwa pinjam meminjam ialah persetujuan dengan 

mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu 

jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, 

dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan 

sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. 

Selanjutnya dalam Pasal 1765 KUH Perdata disebutkan, bahwa 

diperbolehkan menjanjikan bunga atas peminjaman uang atau 

barang lain yang menghabiskan karena pemakaian.
7
 

 

3. Unsur-Unsur Kredit 

       Dalam kata kredit mengandung berbagai maksud. Atau dengan 

kata lain dalam kata kredit terkandung unsur-unsur yang direkatkan 

menjadi satu. Sehingga jika kita bicara kredit maka termasuk 

membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Adapun 

unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit 

adalah sebagai berikut:
8
 

a. Kepercayaan 

       Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi 

kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau 

jasa) benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang 

                                                 
       

7
 Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, (Bandung: Mandar Maju, 2000), h.67 

       
8
 Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), h.103 
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sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank 

sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani 

dikucurkan. Oleh karena itu sebelum kredit di kucurkan harus 

dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam 

tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun dari ekstern. 

Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon kredit 

sekarang dan dimasa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etikat 

baik nasabah terhadap bank. 

       Dapat dijelaskan bahwa kepercayaan merupakan keyakinan 

bagi bank untuk menyalurkan dananya kepada pihak pemohon 

kredit sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati bahwa 

dana yang diberikan akan dikembalikan sesuai dengan 

kesepakatan. Oleh karena itu kepercayaan merupakan salah satu 

aspek yang paling penting dalam penyaluran kredit. 

b. Kesepakatan 

       Disamping unsur kepercayaan didalam kredit juga 

mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si 

penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu 

perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan 

kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian 

dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah 

pihak sebelum kredit dikucurkan. 
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       Kesepakatan juga merupakan suatu komitmen antara si 

pemberi kredit dan si penerima kredit tentang peraturan, hak serta 

kewajiban kedua belah pihak tersebut. Masing-masing pihak harus 

melaksanakan peran dan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. 

Kesepakatan perjanjian memberikan rasa aman bagi kedua belah 

pihak yang bertujuan untuk kelancaran dalam menjalankan 

mekanisme yang telah terikat bersama. 

c. Jangka waktu 

       Setiap kredit yang di berikan memiliki jangka waktu tertentu, 

jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah 

disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek 

(dibawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau 

jangka panjang (diatas 3tahun). Jangka waktu merupakan batas 

waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua 

belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat 

diperpanjang sesuai kebutuhan. 

        Dapat dijelaskan bahwa jangka waktu merupakan waktu 

pengembalian kredit yang telah dikucurkan sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jangka 

waktu pengembalian tergantung dari jenis pinjaman yang diberikan 

oleh bank, apakah itu kredit yang bersifat jangka pendek, jangka 

menengah, maupun jangka panjang. 
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d. Resiko 

       Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit 

akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet 

pemberiann suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu 

kredit, maka semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. 

Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja 

oleh nasabah, maupun oleh resiko yang tidak sengaja, misalnya 

karena bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada 

unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi 

melunasi kredit yang diperolehnya. 

        Resiko merupakan kemungkinan yang dapat merugikan suatu 

pihak dimasa yang akan datang. Resiko kredit adalah kemungkinan 

yang terjadi dalam pemberian kredit yang dapat merugikan bank 

maupun kedua belah pihak. Resiko yang terjadi dalam kredit 

biasanya adalah kredit macet atau ketidakmampuan debitur dalam 

melunasi hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. 

e. Balas jasa 

       Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan 

atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas 

jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam 

bentuk bunga bank juga membebankan nasabah biaya administrasi 

kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang 
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berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi 

hasil. 

       Yang dimaksud balas jasa adalah berkaitan dengan keuntungan 

yang diperoleh bank atas adanya kegiatan pemberian kredit kepada 

nasabah. Dalam bank konvensional balas jasa diperoleh dari bunga 

pinjaman, sedangkan dalam bank syariah dikenal dengan sistem 

bagi hasil. 

 

B. Usaha Mikro 

1. Pengertian Usaha Mikro 

       Berdasarkan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, 

usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang 

dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kreteria usaha mikro 

sebagaimana diatur dalam undang-undang.
9
 

       Menurut Bank Indonesia SK. Direktur BI No.31/24//Kep/DER 

tanggal 5 Mei 1998 usaha mikro adalah usaha yang dijalankan oleh 

rakyat miskin atau mendekati miskin. Dimiliki sumber daya lokal dan 

teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah untuk exit dan entry.
10

 

       Jadi yang dimaksud usaha mikro adalah usaha produktif yang 

dijalankan oleh perorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi 

kreteria usaha mikro seperti memiliki kekayaan bersih paling banyak 

                                                 
       

9
 Rio F. Wilantara dan Susilawati, Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM, (Bandung: 

PT. Refika Aditama, 2016), h.8 

       
10

http://www.kajianpustaka.com/2013/01/usaha-mikro-kecil-dan-menengah.html?m=1, 

diakses pada tanggal 27 Juli 2017 pukul 13.40 

http://www.kajianpustaka.com/2013/01/usaha-mikro-kecil-dan-menengah.html?m=1
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Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan memiliki hasil penjualan 

tahunan paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). 

 

2. Dasar Hukum Usaha Mikro 

       Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada 

4 Juli 2008. Undang-undang ini merupakan landasan dan payung 

hukum untuk memberdayakan UMKM. Maksudnya undang-undang 

tersebut memberikan keterkaitan yang luas untuk menjadikannya 

pokok atau sumber dalam perberdayaan UMKM. 

       Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM terdiri 

dari 11 bab, 44 pasal, dan 45 ayat. Diantara pasal-pasal tersebut lima 

pasal yang menjelaskan secara tegas peraturan tentang UMKM secara 

lebih detail yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). 

        Pertama, pasal 12 ayat 2 tetang Persyaratan dan Tata Cara 

Perizinan Usaha bagi UMKM. Kedua, pasal 16 ayat 3 tentang Tata 

Cara Pengembangan UMKM. Ketiga pasal 37 tentang Kemitraan. 

Keempat pasal 38 ayat 3 tentang Penyelenggaraan Koordinasi dan 

Pengendalian Pemberdayaan UMKM. Kelima pasal 39 ayat 3 tentang 

Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran 

Dalam Hubungan Kemitraan Usaha.
11

 

 

                                                 
       

11
 Https://aangkusnandar.wordpress.com/2010/01/06/landasan-hukum-pengembangan-umkm/ 

https://aangkusnandar.wordpress.com/2010/01/06/landasan-hukum-pengembangan-umkm/


 

 

22 

3. Karakteristik Usaha Mikro 

Kreteria usaha mikro adalah sebagai berikut: 

a. Pelaku Kredit UMKM memiliki harta/kekayaan bersih paling 

sedikit Rp.500.000 dan paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh 

juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha 

tersebut. 

b. Dalam menjalankan usahanya pendapatan yang dimiliki dari hasil 

penjualan tahunan paling sedikit Rp.1.000.000 dan paling banyak 

Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). 

c. Dalam menjalankan aktivitas usahanya hanya memiliki 1 sampai 4 

orang tenaga kerja.
12

 

 

4. Jenis-Jenis Usaha Mikro 

       Ada 3 jenis usaha yang bisa dilakukan oleh usaha mikro untuk 

menghasilkan laba. Ketiga jenis usaha tersebut adalah :
13

 

a. Usaha Manufaktur (Manufacturing Business) 

       Usaha manufaktur adalah usaha yang mengubah input dasar 

menjadi bahan produk yang bisa dijual kepada konsumen. Usaha 

manufaktur juga dapat diartikan sebagai usaha yang mengubah 

bahan baku mentah menjadi suatu produk yang memiliki daya jual 

yang dapat dipasarkan kepada konsumen. Contohnya adalah 

                                                 
       

12
 Rio F. Wilantara dan Susilawati, Strategi dan Kebijakan Pengembangan UMKM 

       
13

 Http://jurnalkum.wordpress.com/category/ukm-klasifikasi-definisi/, diakses pada tanggal 27 

Juli 2017 pukul 20.42 

http://jurnalkum.wordpress.com/category/ukm-klasifikasi-definisi/
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konveksi yang menghasilkan pakaian jadi atau pengerajin bambu 

yang menghasilkan mebel, hiasan rumah, souvenir dan sebagainya. 

b. Usaha Dagang (Merchandising Business) 

       Usaha dagang yaitu usaha yang menjual produk kepada 

konsumen. Usaha dagang dapat diartikan sebagai usaha yang sudah 

memiliki produk jadi atau tidak memproduksi produkya sendiri 

yang dapat dijual kepada konsumen. Contohnya adalah pusat 

jajanan tradisonal yang menjual segala macam jajanan tradisional 

atau toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari. 

c. Usaha Jasa (Service Business) 

       Usaha jasa yakni usaha yang menghasilkan jasa, bukan 

menghasilkan produk atau barang untuk konsumen. Jadi usaha jasa 

adalah usaha yang hanya menjual jasa kepada konsumennya. 

Usaha ini tidak menghasilkan suatu barang atau prosuk. Sebagai 

contoh adalah jasa pengiriman barang atau warung internet 

(warnet) yang menyediakan alat dan layanan kepada konsumen 

agar mereka dapat browsing, searching, blogging atau yang 

lainnya. 

 

 

 

 

 



 

 

24 

5. Faktor Yang Mempengaruhi Usaha Mikro 

Beberapa faktor yang mempengaruhi usaha mikro, yaitu : 

a. Modal 

Pada dasarnya kebutuhan modal untuk melakukan usaha terdiri 

dari dua jenis, yaitu : 

1) Modal Investasi 

       Modal investasi adalah modal yang digunakan untuk 

kegiatan investasi seperti mendirikan perusahaan atau pabrik  

yang biasanya dikeluarkan pada awal dirikannya perusahaan 

atau pabrik tersebut. Modal investasi merupakan porsi terbesar 

dalam komponen pembiayaan dalam suatu usaha.
14

 

2) Modal Kerja 

       Modal kerja adalah jumlah dana yang digunakan selama 

periode akuntansi atau dana yang digunakan untuk kegiata 

operasi (bukan investasi). Modal kerja yang dimaksudkan 

untuk menghasilkan pendapatan jangka pendek, yaitu berupa 

kas, persediaan barang dagang, piutang dan penyusunan aktiva 

tetap.
15

 

b. Sumber Daya Manusia 

       Sumber daya manusia merupakan tantangan sendiri bagi usaha 

mikro untuk mengembangkan dan bertahan dalam menghadapi 

                                                 
       

14
 Kasmir, Kewirausahaan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h.92 

       
15

 Jumingan, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h.67 
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dunia persaingan yang sangat ketat.
16

 Ini dikarenakan sektor 

UMKM memiliki kelemahan dalam manajemen keuangan 

sehingga bank mengalami kesulitan dalam mengukur usaha dan 

kurangnya SDM yang berkulitas dalam bidang manajemen, 

informasi pasar, serta teknologi. Kondisi ini menyebabkan 

pengajuaan pembiayaan usaha mikro tidak diterima dengan alasan 

unbankable. 

        

C. Prosesur Pemberian Kredit 

       Prosedur pemberian kredit maksudnya adalah tahap-tahap yang harus 

dilalui sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya 

adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu 

permohonan kredit. Secara umum prosedur pemberian kredit sebagai 

berikut: 

1. Permohonan Kredit 

       Pemberian kredit oleh bank harus didasarkan pada permohonan 

tertulis dari calon debitur atau berdasarkan penawaran dari bank yang 

disepakati oleh calon debitur.
17

 Jadi, permohonan kredit dapat 

dilakukan dengan cara permintaan dari calon debitur maupun 

penawaran dari bank.  

2. Pengajuan Proposal 

                                                 
       

16
 Kasmir, Kewirausahaan, hal.157 
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 Ikatan Bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 

2013), h. 127 
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       Proposal kredit harus dilampiri dengan dokumen-dokumen lainnya 

yang dipersyaratkan. Dalam setiap pengajuan proposal kredit 

hendaknya berisi tentang: 

a. Riwayat peusahaan 

       Riwayat perusahaan seperti riwayat hidup perusahaan, jenis 

bidang usaha, nama pengurus berikut latar belakang 

pendidikannya, perkembangan perusahaan, serta wilayah 

pemasaran produk. Jadi, riwayat perusahaan adalah segala sesuatu 

yang berhubungan dengan perusahaan dari latar belakangan 

perusahaan sampai produk dan cara pemasarannya. 

b. Tujuan pengambilan kredit 

       Dalam hal ini harus jelas tujuan pengambilan kredit. Apakah 

untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas 

produksi atau untuk mendirikan pabrik baru. Kemudian juga yang 

perlu diperhatikan adalah kegunaan kredit apakah untuk modal 

kerja  atau investasi. Jadi, tujuan pengambilan kredit merupakan 

tujuan si calon debitur dalam pengambilan kredit dibank. 

c. Besarnya kredit dan jangka waktu 

       Dalam proposal pemohon menentukan besarnya jumlah kredit 

yang diinginkan dan jangka waktu kreditnya. 

d. Cara pemohon mengembalikan kredit 
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       Maksudya perlu dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah 

dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjulan atau 

dengan cara lainnya. 

e. Jaminan kredit 

       Jaminan kredit yang diberikan dalam bentuk surat atau 

sertifikat. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai 

terjadi sengketa, palsu dan sebagainya. Biasanya setiap jaminan 

diikat dengan suatu asuransi tertentu. 

       Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang 

telah dipersyaratkan seperti: 

a. Akta Pendirian Perusahaan 

b. Bukti diri (KTP) para pengurus dan pemohon kredit 

c. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) 

d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) 

e. Neraca dan laporan rugi laba 3tahun terakhir 

f. Fotokopi sertifikat yang dijadikan jaminan kredit 

g. Daftar penghasilan bagi perseorangan  

h. Kartu Keluarga (KK) bagi perseorangan 

3. Penyelidikan Berkas Pinjaman 

       Tahap selanjutnya adalah penyelidikan dokumen-dokumen yang 

diajukan pemohon kredit. Tujuannya adalah mengetahui apakah berkas 

yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. 
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       Jadi penyelidikan berkas pinjaman adalah penyelidikan dokumen 

yang diberikan calon debitur kepada bank yang tujuannya adalah untuk 

mengetahui kelengkapan dan kesesuaian dokumen dengan persyaratan 

yang telah ditetapkan. 

4. Penilaian Kelayakan Kredit 

       Dalam penilaian layak atau tidak suatu kredit disalurkan, maka 

perlu dilakukan suatu penilaian kredit. Penilaian suatu kelayakan 

kredit dapat dilakukan dengan menggunakan 5C , namun untuk kredit 

yang lebih besar jumlahnya perlu dilakukan metode penilaian dengan 

Studi Kelayakan. Dalam Studi Kelayakan ini setiap aspek dinilai 

apakah memenuhi syarat atau tidak. 5C dalam penyelidikan berkasa 

pinjaman yaitu
18

: 

a. Character (Watak) 

       Character atau watak sangat brpengaruh terhadap pemberian 

kredit. Kreditur dapat meneliti apakah calon debitur tersebut masuk 

dalam Daftar Orang Tercela (DOT) atau tidak. Untuk itu kreditur 

juga dapat meneliti biodatanya dan informasi dari lingkungan 

sekitar maupun lingkungan usahanya. 

b. Capacity (Kemampuan) 

       Kapasitas adalah berhubungan dengan kemampuan calon 

debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, 
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 Sentosa Sembiring, Arti Penting Jaminan dalam Pemberian Kredit dalam Transaksi Bisnis 

Perbankan, h.25-26 
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kreditur dapat meneliti kemampuan calon debitur dalam bidang 

manajemen, keuangan, dan pemasaran. 

c. Capital (Modal) 

       Melihat banyaknya modal yang dimiliki oleh calon debitur 

atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan calon debitur 

dalam usahanya. Semakin banyak modal yang dimiliki calon 

debitur maka akan dipandang semakin serius dalam menjalankan 

usahanya. 

d. Colleteral (Jaminan) 

       Jaminan yang digunakan untuk berjaga-jaga seandainya calon 

debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Biassanya nilai 

jaminan lebih tinggi dari jumlah pinjaman. Bank harus pandai 

menilai harta kekayaan yang dimiliki oleh calon debitur yang akan 

dijadikan jaminan, agar bank tidak mendapatkan kerugian jika 

calon debitur tidak dapat mengembalikan dana tersebut. 

e. Condition of Economy (Condisi Ekonomi) 

       Dilihat dari keadaan perekonomian disekitar tempat tinggal 

calon debitur juga harus diperhatikan untuk memperhitungkan 

kondisi ekonomi yang akan terjadi dimasa yang akan datang. 

Kondisi yang perlu diperhatikan antara lain masalah daya beli 

masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, 

bahan baku, pasar modal, dan lainnya. 
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       Jadi, penilaian kelayakan kredit adalah penilaian yang dilakukan 

bank kepada si calon debitur apakah layak untuk diberikan kredit atau 

tidak dengan dianalisis menggunakan 5C. 

       Adapun aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pemberian suatu 

kredit adalah: 

a. Aspek hukum 

       Dalam aspek ini tujuannya adalah untuk menilai keabsahan 

dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit. Penilaian 

aspek hukum meliputi: 

1) Akta Notaris 

2) Kartu Tanda Penduduk 

3) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

4) Izin Usaha 

5) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 

6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

7) Sertifikat-sertifikat yang dimiliki baik sertifikat tanah atau 

surat-surat berharga 

8) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) 

b. Aspek Pasar dan Pemasaran 

       Merupakan aspek untuk menilai apakah kredit yang dibiayai 

akan laku dipasar dan bagaimana strategi pemasaran yang 

dilakukan.
19

 Jadi, aspek pasar adalah penilaian mengenai 
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kalayakan nilai jual produk dan strategi pemasaran dalam menjual 

produk tersebut. 

c. Aspek Keuangan 

       Untuk menilai keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan 

keuangan yaitu neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir. 

Analisis keuangan meliputi analisis dengan menggunakan rasio-

rasio keuangan seperti rasio likuiditas, rasio leverage, rasio 

aktivitas, rasio profitabilitas, dan analisis pulang pokok. 

d. Aspek Teknis/Operasi 

       Dalam aspek ini yang dinilai adalah masalah lokasi usaha 

kemudian kelengkapan sarana dan prasarana yang dimiliki 

termasuk layout gedung dan ruangan. 

e. Aspek Menejemen 

       Untuk menilai pengalaman peminjam dalam mengelola 

usahanya, termasuk sumber daya manusia yang dimilikinya. Jadi, 

aspek manajemen merupakan penilaian mengenai calon debitur 

dalam mengelola usahanya. 

f. Aspek Ekonomi Sosial 

       Untuk menilai dampak usaha yang diberikan terutama bagi 

masyarakat luas baik ekonomi maupun sosial. Jadi , aspek ekonomi 

sosial adalah penilaian terhadap dampak dari usaha si calon debitur 

bagi ekonomi dan sosial masyarakat. 

g. Aspek AMDAL 
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       Aspek ini sangat penting dalam rangka apakah usaha yang 

dibuat nya sudah memenuhi kriteria analisis dampak lingkungan 

terhadap darat, air, dab udara sekitarnya.
20

 Jadi, aspek AMDAL 

adalah penilaian dampak produk atau usaha calon debitur terhadap 

lingkungan. 

5. Wawancara Pertama 

       Tahap ini merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan 

cara berhadapan langsung dengan calon peminjam. Tujuannya adalah 

untuk mendapatkan keyakinan apakah berkas-berkas tersebut sesuai 

dan lengkap seperti yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk 

mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya.    

       Jadi, wawancara pertama bertujuan untuk mengetahui kebutuhan 

calon debitur yang sebenarnya dengan cara berhadapan langsung untuk 

menyelidiki  serta untuk memperoleh keyakinan apakah berkas-berkas 

telah sesuai dengan yang bank inginkan. 

6. Peninjauan ke Lokasi (On the Spot) 

       Setelah memperoleh keyakinan atas keabsahan dokumen dari hasil 

penyelidikan dan wawancara maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan peninjauan ke lokasi yang menjadi objek kredit. Kemudian 

hasil on the spot dicocokan dengan hasil wawancara pertama. Tujuan 

peninjauan lapangan adalah untuk memastikan bahwa objek yang akan 

                                                 
       

20
 Ibid. 
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dibiayai benar-benar ada dan sesuai dengan yang tertulis dalam 

proposal.
21

 

       Jadi, peninjauan ke lokasi bertujuan untuk memperoleh keyakinan 

serta memastikan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar nyata 

sesuai yang tertulis didalam berkas. 

7. Wawancara Kedua  

       Hasil peninjauan kelapangan dicocokan dengan dokumen yang 

ada serta hasil wawancara satu dalam wawancara kedua. Wawancara 

kedua ini merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada 

kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot 

dilapangan. Seluruh catatan tersebut disesuaikan apakah ada 

kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran.  

       Jadi, wawancara kedua adalah bertujuan untuk mengecek kembali 

dan memperbaiki apakah dokumen atau berkas serta hasil wawancara 

pertama sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. 

8. Keputusan Kredit  

       Setelah melalui berbagai penilaian mulai dari kelengkapan 

dokumen keabsahan dan keaslian dokumen serta penilaian yang 

meliputi seluruh aspek studi kelayakan kredit maka langkah 

selanjutnya adalah keputusaan kredit.  
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       Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit layak untuk 

diberikan atau ditolak, jika layak maka dipersiapkan administrasinya, 

biasanya keputusan kredit akan mencakup
22

: 

a. Akad kredit yang akan ditandatangani 

b. Jumlah uang yang diterima 

c. Jangka waktu kredit 

d. Biaya-biaya yang harus dibayar 

       Jadi, keputusan kredit adalah keputusan yang dibuat oleh bank 

untuk menentukan apakah kredit yang diajukan oleh si calon debitur 

akan disetujui ataupun ditolak setelah melakukan pertimbangan dan 

penilaian terhadap sicalon debitur. 

9. Penandatangan Akad Kredit 

       Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit. 

Sebelum kredit dicairkan, maka terlebih dahulu calon nasabah 

menandatangi akad kredit, kemudian mengikat jaminan kredit dengan 

surat perjanjian yang dianggap perlu. Penandatangan dilaksanakan: 

a. Antara bank dengan debitur secara langsung 

b. Melalui notaris 

       Jadi, penandatangan akad kredit adalah penandatangan kredit oleh 

sicalon debitur sebelum kredit benar-benar dikucurkan dengan 

perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 

10. Realisasi Kredit  
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       Setelah akad kredit ditandatangani, maka langkah selanjutnya 

adalah merealisasikan kredit. Realisasi kredit diberikan setelah 

penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka 

rekening tabungan atau giro dibank yang bersangkutan. Dengan 

demikian, penarikan dana kredit dapat dilakukan melalui rekening 

yang telah dibuka. Pencairan atau pengambilan uang dari rekening 

sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan 

dan tujuan kredit. Pencairan dana kredit tergantung dari kesepakatan 

kedua belah pihak dan dapat dilakukan sekaligus atau secara 

bertahap.
23

 

       Jadi, realisasi kredit adalah pencairan atau pengambilan dana 

kredit yang diberikan bank kepada debitur baik secara bertahap 

maupun sekaligus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

A. Profil PT. BPR Eka Bumi Artha 

1. Sejarah PT. BPR Eka Bumi Artha 

       Bank Perkreditan Rakyat Eka Bumi Artha (selanjutnya disebut 

“Bank Eka”) pada awalnya merupakan sebuah Bank Pasar Kosgoro 

yang didirikan pada awal tahun 1967 dan belum berbadan hukum 

karena ketentuan yang mengatur tentang usaha bank pasar pada waktu 

itu belum ada.
1
 

       Pada hari Senin tanggal 28 Agustus 1972 dihadapan Notaris Halim 

Kurniawan dengan dihadiri delapan anggota sebagai saksi, maka 

berdirilah Perseroan Terbatas Bank Pasar “Eka Karya” yang tertuang 

dalam Akta Notaris No.49. Akta tersebut didaftarkan di kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Metro dengan Nomor 08/1974/P.N.M.
2
 

      Akta pendirian PT. Bank Pasar Eka Karya tersebut dimintakan 

persetujuan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia. 

Permohonan persetujuan PT. Bank Pasar Eka Karya ditolak oleh 

Departemen Kehakiman karena adanya kesamaan nama perseroan 

dengan perusahaan lain. Oleh karena itu, melalui akta nomer 5 tanggal 

8 September 1976 yang dibuat dihadapan Notaris Halim Kurniawan, 

telah diadakan perubahan nama Perseroan Terbatas Bank Pasar “Eka 

Karya” menjadi Perseroan Terbatas Bank Pasar “Eka Bumi Artha”. 
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 Dokumentasi PT. BPR Eka Bumi Artha Metro pada tanggal 01 Mei 2017  

       
2
 Dokumentasi PT. BPR Eka Bumi Artha Metro pada tanggal 01 Mei 2017 
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Perubahan nama perseroan tersebut akhirnya dapat diterima oleh 

Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan 

Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A.5/572/7 tanggal 8 

Desember 1976.
3
 

       Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan No.16 tanggal 14 April 

1998, PT. Bank Pasar Eka Bumi Artha berubah nama menjadi PT. 

Bank Perkreditan Rakyat Eka Bumi Artha.
4
 

 

2. Visi dan Misi PT. BPR Eka Bumi Artha 

a. Visi PT. BPR Eka Bumi Artha  

       Menjadi bank terbaik dan membanggakan dalam pembiayaan 

mikro, kecil, dan menengah. 

b. Misi PT. BPR Eka Bumi Artha  

       Dalam mewujudkan visi Bank Eka tersebut diatas, Bank Eka 

mengemban misi sebagai berikut: 

a. Melayani pembiayaan mikro, kecil, dan menengah yang inklusif 

dan humanis untuk kemandirian masyarakat. 

b. Menyediakan produk dan jasa keuangan berdaya saing tinggi untuk 

kualitas hidup masyarakat yang lebih sejahtera. 

c. Memperkuat permodalan berkesinambungan untuk peningkatan 

kualitas dan kapasitas layanan. 
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 Dokumentasi PT. BPR Eka Bumi Artha Metro pada tanggal 01 Mei 2017 

       
4
 Dokumentasi PT. BPR Eka Bumi Artha Metro pada tanggal 01 Mei 2017 
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d. Membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia, loyal, 

dan unggul melalui budaya bekerja untuk belajar dan visioner 

dalam berkarier. 

e. Memperluas jaringan layanan berbasis teknologi informasi 

perbankan yang handal.
5
 

 

3. Struktur Organisasi PT. BPR Eka Bumi Artha Metro 

       PT. BPR Eka Bumi Artha merupakan bank perkreditan rakyat 

yang terdiri atas PT. BPR Eka Bumi Artha Kantor Pusat, PT. BPR Eka 

Bumi Artha Kantor Cabang dan PT. BPR Eka Bumi Artha Kantor Kas. 

Semua produk dan layanan yang diberikan sama antara PT. BPR Eka 

Bumi Artha Kantor Pusat dan PT. BPR Eka Bumi Artha Kantor 

Cabang, yang membedakan hanyalah tingkat memberikan kewenangan 

dan memberikan keputusan. Berikut ini gambar struktur organisasi PT. 

BPR Eka Bumi Artha Metro. 
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Gambar 3.1 

Struktur Organisasi PT. BPR Eka Bumi Artha Metro
6
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Struktur organisasi diatas yang menangani segala urusan kredit 

usaha mikro adalah bagian kredit UMKM termasuk didalamnya 

terdapat account officer dan dibantu dengan Kabag Kredit UMKM 

disetiap kantor pusat dan kantor cabang. 

       Tugas utama Kabag Kredit UMKM adalah melakukan 

perencanaan, koordinasi, supervisi, dan evaluasi terhadap proses 

penyaluran kredit UMKM secara menyeluruh untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan.  

  

4. Produk-Produk PT. BPR Eka Bumi Artha 
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       Penyaluran dana di PT. BPR Eka Bumi Artha kepada nasabah 

dapat digunakan yang dapat digunakan untuk keperluan konsumtif, 

produktif, maupun modal. Beberapa produk penyaluran dana yang ada 

di PT. BPR Eka Bumi Artha antara lain: 

a. Kredit Progana 

       Kredit Progana (Program Gaji Berdaya Guna) adalah kredit 

yang diperuntukkan bagi para PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan 

jaminan gaji yang dimilikinya. Melalui Kredit Progana para PNS 

dapat secara mudah dan cepat mendapatkan dana untuk membiayai 

berbagai kebutuhan. 

b. Kredit Propensiunan 

       Kredit Propensiunan  adalah kredit yang diperuntukkan bagi 

para pensiunan Pegawai Negeri dan TNI dengan agunan  gaji 

pensiunan. Plafond dan Jangka waktu Kredit Propensiunan 

ditetapkan berdasarkan jumlah gaji pensiun yang diterima calon 

nasabah. 

c. Kredit UMKM 

       Kredit UMKM adalah fasilitas kredit Bank Eka yang 

diperuntukan bagi para pelaku Usaha Menengah, Kecil dan Mikro 

guna keperluan investasi dan modal kerja usaha. Melalui Kredit 

UMKM, para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dapat 

secara mudah mendapatkan dana untuk keperluan investasi dan 

modal kerja  guna pengembangan usaha. 
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d. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) 

       Kredit Kendaraan Bermotor adalah kredit yang diberikan 

kepada nasabah dalam rangka pemilikan kendaraan bermotor baik 

mobil maupun sepeda motor. Melalui Kredit Kendaraan Bermotor, 

masyarakat umum, PNS, karyawan BUMN dan karyawan swasta 

dapat secara mudah dan cepat untuk memiliki kendaraan bermotor. 

       Nasabah  dalam melunasi dana yang dipinjam dari pihak bank 

dapat dengan cara diangsur dengan pembayaran bulanan ataupun 

sesuai dengan kesepakatan dengan pihak bank. Dalam praktiknya, 

produk pembiayaan ini sangatlah diminati. Produk pembiayaan yang 

banyak diminati oleh nasabah PT. BPR Eka Bumi Artha Metro adalah 

kredit Progana dan kredit UMKM. Ini dikarenakan kemudahan serta 

cepatnya proses dalam pemberian kredit yang di berikan oleh PT. 

BPR Eka Bumi Artha Metro.
7
 

       Jadi, PT. BPR Eka Bumi Artha Metro yang berdiri pada hari 

Senin tanggal 28 Agustus 1972 memiliki visi dan misi dalam 

membangun PT. BPR Eka Bumi Artha Metro. PT. BPR Eka Bumi 

Artha terdiri dari PT. BPR Eka Bumi Artha Pusat, PT. BPR Eka Bumi 

Artha Kantor Cabang dan PT. BPR Eka Bumi Artha Kantor Kas. 

Produk penyaluran dana yaitu kredit progana, kredit propensiunan, 

kredit UMKM, dan kredit kendaraan bermotor (KKB). 
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B. Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro pada PT. BPR Eka Bumi 

Artha Metro 

 

       Kredit usaha mikro merupakan salah satu kredit yang paling diminati 

oleh nasabah baik pada bank syariah maupun bank konvensional seperti 

BPR. Prosedur yang mudah yang diberikan terhadap kredit ini, juga 

menyebabkan kredit ini banyak diminati oleh nasabah PT. BPR Eka Bumi 

Artha Metro, terlihat dari jumlah nasabah kredit usaha mikro yang 

berjumlah 3.579 nasabah.
8
  

       Produk kredit usaha mikro PT. BPR Eka Bumi Artha diminati nasabah 

karena produk ini memiliki beberapa kelebihan yang berbeda dari bank 

lainnya. Kelebihan kredit usaha mikro pada PT. BPR Eka Bumi Artha 

adalah salah satunya yaitu plafond pembiayaan dan jangka waktu kredit 

UMKM yang diberikan sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan nasabah. 

Kelebihan lain yang dimiliki oleh produk kredit UMKM PT. BPR Eka 

Bumi Artha adalah suku bunga yang relatif flat dan efektif.
9
 

       Menurut Bapak Herman, pengambilan kredit usaha mikro pada PT. 

BPR Eka Bumi Artha Metro sangat mudah dan cepat dalam prosesnya 

karena hanya membutuhkan waktu 5 hari dari permohonan kredit yang 

diajukan. Setelah mendapatkan kredit, usaha kelontong Bapak Herman 

mengalami kemajuan.
10
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       Menurut Ibu Umi, pengambilan kredit usaha mikro pada PT. BPR Eka 

Bumi Artha Metro cukup mudah dan prosesnya cukup cepat karena hanya 

membutuhkan waktu 7 hari sampai waktu pencairan dana. Setelah 

mendapatkan kredit, usaha rumah makan Ibu Umi mengalami kemajuan.
11

 

       Menurut Ibu Fitri, pengambilan kredit mikro pada PT. BPR Eka Bumi 

Artha Metro mudah dan prosesnya cukup cepat karena hanya 

membutuhkan waktu 6 hari dari proses pengajuan kredit. Setelah 

mendapatkan kredit, usaha toko baju Ibu Fitri mengalami kemajuan karena 

dana yang didapat menjadi modal usahanya.
12

 

       Menurut Bapak Ilham, pengambilan kredit usaha mikro pada PT. BPR 

Eka Bumi Artha Metro sangat cepat dan prosesnya cepat karena hanya 

membutuhkan waktu 5 hari dari proses permohonan kredit. Setelah 

mendapatkan kredit, usaha showroom mobil milik Bapak Ilham 

mengalami kemajuan karna dana yang didapat digunakan untuk 

menambah  modal usahanya.
13

 

       Menurut Bapak Ferdian, pengambilan kredit usaha mikro cukup cepat 

dan mudah dalam prosesnya karena pencairan dananya hanya 

membutuhkan waktu 7 hari dari proses permohonan kredit. Setelah 

mendapatkan kredit, usaha bengkel mobil dan motor Bapak Ferdian 

mengalami kemajuan karena dana yang diperoleh digunakan untuk 

menambah modal usahanya.
14
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       Kreteria yang termasuk dalam kredit usaha mikro yang akan dibiayai 

oleh PT. BPR Eka Bumi Artha Metro yaitu memiliki kekayaan bersih 

paling sedikit Rp.500.000. dan kekayaan bersih paling banyak 

Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Untuk hasil penjualan yaitu 

memiliki hasil penjualan tahunan paling sedikit Rp.1.000.000 dan paling 

banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah). Sedangkan kreteria yang 

akan diterima dalam mengajukan kredit usaha mikro pada PT. BPR Eka 

Bumi Artha Metro yaitu memenuhi semua persyaratan yang diajukan 

seperti mengajukan permohonan kredit, meneyrahkan jaminan sertifikat 

tanah (asli dan fotocopy), fotocopy KTP suami dan istri, fotocopy PBB, 

fotocopy Kartu Keluarga, dan fotocopy Surat Ijin Usaha.
15

 

       Dalam kredit usaha mikro pada PT. BPR Eka Bumi Artha Metro 

jangka waktu kredit sangat fleksibel sesuai dengan permintaan calon 

debitur. Jangka waktu tersebut dibagi menjadi 3 yaitu: kredit jangka 

pendek adalah jangka waktu yang tergolong singkat yaitu kurang dari 1 

tahun atau paling lama 1 tahun. Yang kedua yaitu kredit jangka menengah 

adalah kredit yang memiliki jangka waktu 1 sampai 3 tahun, dan kredit 

jangka panjang yaitu kredit yang waktu pengembaliannya 3 sampai 5 

tahun.
16

 

        Pada PT. BPR Eka Bumi Artha dalam menyalurkan kredit usaha 

mikro terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu seperti pelaku usaha 
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kredit mikro yang belum akrab dengan sektor keuangan karena minimnya 

informasi yang beredar serta pelaku kredit usaha mikro menilai bahwa 

segala urusan dengan sektor keuangan cenderung sulit dan menyita 

waktu.
17

 

       Oleh karena itu, untuk meminimalisir kendala tersebut serta 

mengoptimalkan penyaluran kredit usaha mikro PT. BPR Eka Bumi Artha 

selalu berinovasi dengan cara lebih memperluas informasi dengan 

menggunakan media elektorik seperti internet maupun media massa yaitu 

dengan cara memasang iklan di koran dan membuat brosur mengenai 

kredit usaha mikro sehingga pelaku kredit usaha mikro dengan mudah 

memperoleh informasi.
18

 

       Dari segi internal bank, PT. BPR Eka Bumi Artha Metro 

mempermudah prosedur pemberian kredit usaha mikro sehingga tidak 

mempersulit para pelaku usaha dalam memperoleh kredit. Prosedur 

pemberian kredit usaha mikro pada PT. BPR Eka Bumi Artha Metro yaitu 

:
19

 

1. Permohonan Kredit 

       Pada tahap ini calon nasabah mengajukan surat permohonan 

pembiayaan yang terdapat di PT. BPR Eka Bumi Artha, fotocopy KTP 

suami/istri kepada account officer dengan dilampiri legalitas usaha, 

                                                 
       

17
 Try Andrio, Unit Legal, Penelitian dan Pengembagan (Litbang), & Anti Pencucian Uang 

dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), Wawancara, 11 Mei 2017 

       
18

 Try Andrio, Unit Legal, Penelitian dan Pengembagan (Litbang), & Anti Pencucian Uang 

dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), Wawancara, 11 Mei 2017 

       
19

 Try Andrio, Unit Legal, Penelitian dan Pengembagan (Litbang), & Anti Pencucian Uang 

dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), Wawancara, 11 Mei 2017 

 



 

 

46 

fotocopy kartu keluarga, fotocopy PBB, sertifikat jaminan (asli dan 

fotocopy). 

2. Investigasi 

       Pada tahap investigas bank melakukan SID (Sistem Informasi 

Debitur) yang kegunannya untuk mendapatkan informasi apakah 

nasabah memiliki pinjaman di bank lain. Hasil SID yang dilakukan 

dapat digunakan untuk mengambil keputusan persetujuan layak atau 

tidak untuk dibiayai. 

3. Survey Objek Usaha (On The Spot) 

       Pada tahap ini bank melakukan survey tentang kondisi atau 

potensi ataupun kelayakan usaha calon nasabah yang dilakukan oleh 

account officer kemudian hasil survey tersebut dituangkan dalam 

bentuk laporan hasil survey. 

4. Analisa Kredit 

       Analisis kredit dilakukan oleh account officer terhadap 

permohonan pembiayaan. Analisa secara detail terhadap kelayakan 

calon nasabah dan kelayakan usaha nasabah antara lain meliputi aspek 

5C (Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral).
20

 

a. Watak (Character) 

       Penilaian terhadap watak atau karakter atau kepribadian calon 

debitur dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa 
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calon debitur dapat memenuhi kewajibannya. Analisis character 

dilakukan pihak PT. BPR Eka Bumi Artha Metro dengan cara: 

1) Mengecek BI Checking calon debitur 

2) Melihat riwayat hidup calon debitur 

3) Melihat kegiatan sehari-hari calon debitur 

4) Melihat reputasi dilingkungan sekitar calon debitur 

5) Meminta informasi kepada pihak lain seperti tetangga terdekat 

calon debitur 

b. Kemampuan (Capacity) 

       Analisis terhadap capacity ini ditujukan untuk mengetahui 

kemampuan keuangan calon debitur dalam memnuhi kewajibannya 

sesuai jangka waktu pembiayaan. Dalam hal ini surveyer PT. BPR 

Eka Bumi Artha tidak ada tuntutan harus berapa persen dari 

penghasilan calon debitur. Analisis capacity yang dilakukan oleh 

PT. BPR Eka Bumi Artha Metro dengan cara: 

1) Melihat laporan keuangan calon debitur 

2) Memerikasa slip gaji dan tabungan calon debitur 

3) Survey ke lokasi usaha calon debitur 

c. Modal (Capital) 

       Capital atau modal yang disertakan dalam objek kredit perlu 

dilakukan analisis yang mendalam. Artinya, bank tidak akan 

bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, pemilik usaha harus 

pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri. 
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Pada PT. BPR Eka Bumi Artha, untuk mengetahui modal calon 

debitur dapat dilakukan pada saat melakukan survey kepada calon 

debitur dan melihat laporan keuangan calon debit. 

d. Jaminan (Collateral) 

       Collateral merupakan jaminan yang dimiliki calon penerima 

kredit. PT. BPR Eka Bumi Artha harus dapat menilai aset calon 

nasabah yang dijaminkan apakah memiliki nilai ekonomis yang 

proporsional sesuai dengan jumlah pinjaman (pembiayaan) yang 

diberikan kepada calon debitur. Yang mana setiap pembiayaan 

yang di keluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang di berikan 

calon debitur. Artinya nilai atau harga jual dari jaminan tersebut 

harus bisa mengcover jumlah pembiayaan. Yang dilakukan pihak 

PT. BPR Eka Bumi Artha Metro yaitu:  

1) Menilai apakah jaminan tersebut memiliki nilai ekonomis 

2) Menilai keabsahan jaminan yang diberikan 

e. Kondisi Ekonomi (Condition of economy) 

       PT. BPR Eka Bumi Artha harus dapat menilai stabilitas 

kondisi ekonomi dan keuangan calon debitur pada saat 

peminjaman dan perkiraan pada masa mendatang. Analisis yang 

dilakukan PT. BPR Eka Bumi Artha Metro yaitu dengan cara: 

1) Melihat berapa pendapatan atau gaji calon debitur 

2) Mengukur pengeluaran bulanan atau harian calon debitur 
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5. Pengajuan Kepada Komite Kredit 

       Permohonan kredit yang telah selesai dianalisis oleh account 

officer, selanjutnya diajukan kepada anggota komite kredit dalam 

bentuk memo pembiayaan untuk dibahas apakah permohonan kredit 

tersebut layak untuk disetujui atau tidak layak disetujui untuk 

mendapatkan fasilitas kredit.
21

 

6. Pemberian Keputusan Kredit/Pencairan Kredit 

        Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan berkas persyaratan kredit 

dan melakukan pengecekan untuk memutuskan apakah kredit tersebut 

disetujui atau tidak. Apabila disetujui oleh Kabag. Kredit UMKM 

maka setelah dicek akan diserahkan kepada admin pembiayaan untuk 

diinput. Setelah admin pembiayaan meyakini bahwa memo pencairan 

itu sah, maka akan dilakukan pencairan dana kredit, kemudian memo 

diserahkan kepada Kabag. Kredit UMKM untuk dilakukan otorisasi 

dengan membubuhkan ACC dan paraf pada memo pencairan dan 

diserahkan kembali pada administrasi pembiayaan. Pada proses 

pencairan, pihak bank (account officer) akan menghubungi nasabah 

bahwa jaminan yang akan dijaminkan harus di ikat ke notaris. 

Biasanya pihak bank memberikan kemudahan kepada nasabah dengan 

mendatangkan notaris dan nasabah pada saat akan dilakukanya proses 

pencairan. Sedangkan biaya yang harus di keluarkan oleh nasabah 

berupa: biaya asuransi, biaya pengikatan jaminan dan biaya materai 
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7. Tahap Monitoring 

       Monitoring pada nasabah yang agsurannya akan jatuh tempo, 

pihak PT. BPR Eka Bumi Artha akan membuat daftar angsuran 

pembiayaan yang akan jatuh tempo, untuk dilakukan proses penagihan. 

Penagihan dilakukan dalam tiga tahap, yang pertama telefon, 

kemudian lewat surat, dan yang terakhir dilakukan secara langsung 

dengan mendatangi nasabah. Sedangkan monitoring untuk nasabah 

kredit bermasalah yaitu dengan mendatangi langsung calon nasabah. 

Apabila nasabah masih tidak dapat melunasi hutangnya maka pihak 

PT. BPR Eka Bumi Artha akan melakukan evaluasi kepada nasabah 

tersebut. Evaluasi kepada nasabah dibagi menjadi 2 yaitu: apabila 

nasabah tidak dapat membayar hutangnya dikarenakan bukan karna 

faktor kesengajaan (terjadi bencana, dan yang lainnya) maka pihak 

bank akan memberikan batasan waktu atau bahkan memberikan 

pinjaman lagi dengan syarat pinjaman akan diakumulasikan dengan 

pinjaman yang sebelumnya kepada nasabah untuk memperbaiki 

usahanya sehingga nasabah tersebut dapat melunasi hutangnya. Yang 

kedua yaitu apabila nasabah tidak membayar hutang dikarenakan 

faktor kesengajaan maka pihak bank akan melelang agunan atau 

jaminan nasabah dengan tujuan untuk menutupi seluruh hutang 

nasabah tersebut. 
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8. Tahap Pelunasan 

       Tahap pelunasan kredit pada PT. BPR Eka Bumi Artha dapat 

dilakukan dengan cara  nasabah datang sendiri ke bank atau dengan 

cara pegawai bank yang mendatangi tempat usaha nasabah. Kemudian, 

hasil angsuran tersebut diserahkan ke teller untuk kemudian dilakukan 

pendebetan rekening untuk pembayaran angsuran. Apabila kredit 

tersebut telah lunas, maka kemudian jaminan kredit yang diberikan 

nasabah akan dikembalikan.
22

  

       Jadi, prosedur pemberian kredit usaha mikro pada PT. BPR Eka Bumi 

Artha terdapat bererapa tahapan yaitu tahap permohonan kredit, investigas, 

on the spot, analisa kredit, pengajuan kepada komite kredit, pemberian 

keputusan kredit/pencairan kredit, tahap monitoring, dan tahap pelunasan. 

 

C. Analisis Prosedur Pemberian Kredit Usaha Mikro pada PT. BPR Eka 

Bumi Artha Metro 

 

       Prosedur pemberian kredit merupakan tahapan yang harus dilalui 

sebelum suatu kredit diputuskan untuk diberikan. Tujuannya yaitu untuk 

mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.
23

 

       Prosedur pemberian kredit usaha mikro memiliki 10 tahapan yaitu 

tahap pertama adalah permohonan kredit. Permohonan ini dilakukan oleh 

calon debitur. Tahap kedua adalah pengajuan proposal. Pengajuan 

proposal dilakukan oleh pihak bank yang berisi tentang riwayat 
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perusahaan, tujuan calon debitur mengajukan kredit, besarnya flafond 

pembiayaan dan jangka waktu pelunasan, cara calon debitur 

mengembalikan kredit, serta jaminan kredit. 

       Pada tahap ketiga yaitu penyelidikan berkas jaminan yang bertujuan 

untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap. Tahap 

keempat adalah penilaian kelayakan kredit. Penilaian kelayakan kredit 

dilakukan dengan menggunakan 5C (Character, Capacity, Capital, 

Condition, dan Collateral). Tahap kelima yaitu tahap wawancara. 

Tujuannya adalah untuk mengetahui kebutuhan calon debitur yang 

sebenarnya dalam mengajukan kredit. 

       Tahap keenam yaitu peninjauan ke lokasi usaha calon debitur. Ini 

bertujuan untuk memastikan apakah objek usaha benar-benar ada. Tahap 

ketujuh adalah wawancara kedua yang bertujuan untuk mengecek kembali 

dokumen wawancara pertama denga kenyataan dilapangan. Tahap 

kedelapan dan kesembilan adalah keputusan kredit dan penandatanganan 

akad kredit. Tahap terakhir yaitu realisasi kredit atau pencairan kredit.
24

 

       Pada PT. BPR Eka Bumi Artha Metro prosedur pemberian kredit 

usaha mikro sudah sesuai dengan teori yang ada, hanya saja ada beberapa 

tahapan yang berbeda. Didalam teori yang ada terdapat tahap pengajuan 

proposal serta tahap wawancara 1 dan wawancara 2 yang tidak dilakukan 

oleh PT. BPR Eka Bumi Artha Metro dalam menyalurkan kredit.  
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       Sedangkan dalam PT. BPR Eka Bumi Artha Metro terdapat tahap 

invesitasi dan tahap pengajuan berkas kredit kepada komite kredit yang 

tidak terdapat dalam teori yang ada. Tahap investigasi ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah calon debitur memiliki pinjaman dengan bank lain. 

Pada PT. BPR Eka Bumi Artha pengajuan berkas kredit kepada komite 

kredit dilakukan dalam bentuk memo pembiayaan untuk dibahas apakah 

kredit tersebut layak untuk diberikan atau tidak. 

       PT. BPR Eka Bumi Artha seharusnya menambahkan tahap pengajuan 

proposal dan tahap wawancara 1 dan wawancara 2 dalam penyaluran 

kredit sehingga dapat mengoptimalkan penyaluran kredit dan mengurangi 

resiko terjadinya kredit gagal bayar atau kredit macet. 

 

 

 

  



BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

       Berdasarkan hasil uraian dan pembahasan yang telah penulis 

kemukakan dalam penelitian ini maka kesimpulan yang dapat diambil dari 

tugas akhir ini yaitu prosedur pemberian kredit usaha mikro pada PT. BPR 

Eka Bumi Artha memiliki 8 tahapan yaitu: yaitu tahap permohonan kredit, 

investigasi, on the spot, analisa kredit, pengajuan kepada komite kredit, 

pemberian keputusan kredit/pencairan  kredit, tahap monitoring, dan 

tahapan terkahir adalah tahap pelunasan. Dalam penyaluran kredit usaha 

mikro PT. BPR Eka Bumi Artha menggunakan analisis 5C yaitu: 

character (watak), capacity (kemampuan), capital (modal), colleteral 

(jaminan), dan condition of economy (kondisi ekonomi). 

  

B. Saran  

       Merajuk pada kesimpulan diatas maka penulis mencoba memberikan 

dan mengemukakan masukan atau rekomendasi bagi PT. BPR Eka Bumi 

Artha Metro yang kiranya dapat menjadi bahan pertimbangan yaitu 

sebagai berikut: 

1. Lebih mengoptimalkan penyaluran kredit usaha mikro dengan cara 

lebih memperluas informasi dengan menggunakan media elektorik 

seperti internet maupun media massa yaitu dengan cara memasang 



 

 

55 

iklan di koran dan membuat brosur mengenai kredit usaha mikro 

sehingga pelaku kredit usaha mikro dengan mudah memperoleh 

informasi. 

2. Lebih mengoptimalkan lagi prosedur penyaluran kredit usaha mikro 

dengan menambahkan tahap pengajuan proposal dan tahap wawancara 

1 dan wawancara 2 untuk meminimalisir resiko yang akan terjadi.  
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